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PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin

Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor Kep.11 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi,
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Mengingat

dan Geofisika;

bahwa guna mempermudah pimpinan unit kerja dalam
memberikan rekomendasi pemberian tugas belajar dan
izin belajar kepada pegawai, perlu diatur mekanisme
dalam pemberian rekomendasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian
Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang
Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5579);
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 90);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
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Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1740);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1529);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun
Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
555);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi,
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Menetapkan

Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 82) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian
Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1079);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN
2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun
2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun
2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1079) diubah sebagai
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1. Ketentuan huruf c Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh :

a.

perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah,
baik berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum
milik negara maupun berbentuk badan hukum
pendidikan;

perguruan tinggi kedinasan;

perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat
yang terdaftar di kementerian yang bertanggung
jawab di bidang pendidikan tinggi dan terakreditasi
di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
perguruan tinggi negara asing/yang diakui oleh
negara yang bersangkutan dan Pemerintah

Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 12

Persyaratan calon pegawai pelajar :

PNS dan PNS dpk di lingkungan Badan;
sehat jasmani dan rohani;

c. masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun sejak
diangkat menjadi PNS;

d. daftar Penilaian Prestasi dan Kinerja Pegawai
(DP2KP) paling singkat 2 (dua) tahun terakhir
bernilai baik;

e. tidak sedang:

1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
2. melaksanakan tugas secara penuh di luar

instansi induknya;



